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Kunker, Komisi | Serap
Masukan Masyarakat

WAKIL Ketua Komisi | TVPR
Bambang Kristiono berharap,
revist Unlang -Undang Nomor
11 Tahon 2008 tentang Infor
mast dan Transaksi Elekironik
(ITEY dapat mengikut: dima-
mika perkembangan masyara-
kat, Hal ini untuk memenuhi
kebumhan perlindungan hu-
ko di badang  pemantaatan
teknologi informasi dan tran
subost elekironik.

“Membual ketentuan hukum
rerhadap bidang reknnlogi
informasi vang terss bemabah
dengan cepat tidaklah mudah.
Karakteristik aktivitas tekmo
legi informasi di dunia siber
bersifatl lintas balas yvang tidak
lag nunduk pada Batasan terito-
rial negara,” war Bambang saar
mermimpin periemuoan dengan
Pemprov Jawa DBuaral, Polda
dan Kajati Tawa Barat untuk
menyerap masukan revisi s
ITE. di Bamdung, Jawa Barat,
Jurmat (e,

Bambang menyvampaikan,
perlu dilakukan sinkrom-
sasi antara RUTL ITE dengan
Undang-Undang Kirab
Undang-Undang Hukum
Prdana (UL KITHPL. Hal im
untuk menjawab persoalan
persaalan hukum vang timbul
akibat aktivitas di duna siber.

Meskipun akovitas dunia
siber beroperasi secara virmoal,
namun tetap mehbatkan ma-
syarukat yvang hidup di dunia
Ny,

Menwnmitnya, pelaksanaan
hak-hak baik di duma nvata
maupun dalam aktvitas pe
manfaatan teknolagi infor-
mmast dalam dunia siber sanzat
berpotens: mengganggu kKe-
tertiban dan keadilan masvara-

kar. [ni apabila ridak terdapat
harmani antara hukom damn
teknology informasi.

Selama v, implementasi
UL ITE menghadaps sejumlab
persoalun vany perlo diacasi.
Salah sate permasalahan vang
mencul adalah kcheratan scha-
wiun masyarakar erhadap Pasal
27 aval {3) tentang pencemasan
nama baik dantatan penghi
naan melalut intermed.

Bambang mengatakan,
Lindang-Undang I'TE ma-
sih disnggap belum mampu
menvelesalkan masalah. Men-
teri Komonikasi dan Informa
tika, Jaksa Apung.ddan Kepala
Kepolisian Megara Republik
[ndonesia (Kapolnd menge-
Twarkan Surat Kepumszan
Bersama (SKB) untuk mem-
bertkan pedoman terhadap
hebe rapa pasal yang dianggap
hermasalah. “S5KEB ini kemuo-
dian memicu komraversi di
masyvarakat,” katanva,

Politisi Pantai Gerindra ini
bilang, penerapan pasal-pasal
yvang dianggap bermasalah me-
micn perdebaran di masyarakar
terkait axpek keadilannya.
Pengounaan pasal-pasal vang
tidak sesuai dengan rujuan
dibuatnya dianggap dapat
menjaring subjek vang seha-
rusnyva Odak menjadi sasa-
ran dari pengaturan ndang-
Undang mm.

“Berdasarkan periim-
hangan terschur, pembentuk
undang-undang berencana
melakukan penyempurnaan
Undang-Undang [TE dengan
cara mengubah dan memper-
baiki beberapa matert pasal
yang dianggap bermasalah,”
fepasny A B KAL



